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1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil. dan Menengah {UMEM) merupakan salah satu sektor
ekonomi yang memiliki peranan penting dalam merdorong pertumbuban ekonomi
nasional {Anita, 2022), UMKM menjadi tmit usaha paling dominan di Indonesia
karena berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja. peningkatan pendapatan
masyarakat, serf pememtoan pembangtnan ekonomi (Prasetvo & Hidayatulloh,
2022). Sebanyak 63.5 juta unit UMKM tercatst di Indonesia dan jumlah tersebut
mewakili 99,99%, dar selurul pelnku usaha. Kontribusinya terhiadap perekonomian
nasional mencapai sekitar 61.1%, sedangkan 3899 sisanya berasal dari sekitar
5.550 unit psaha besar yang hanya mencakup sekitar 0,019 dari total pelaku usaha
(Ramadhan & Praptoyo, 2025). Dengan kontribusi (ersgbut. UMKM terbukti
menjadi pilar utima dalam memperkuat struktur ekonomi nasional (Meidiyastiani
et ol _2022),

Keberadaan UMKM yang sangat dominan di tingkat nasional juga sejalan
dengon kondisi di Daeroh Istimewn Yogyakarta (DIY), yang menjadi salah satu
daerah dengan jumiah UMKM yang lerus mengalami peningkatan. Perkembangan
tersebut dopat dilihat pada Tabel 1.1 yang menyajikan jumlsh UMKM di DIY
berdasarkan wilayah pada tahun 2021-2025

Tabel 1.1 Jumlah UMKM berdasarkan wilayah D.LY tahun 2021-2025

Nima Kabupaten Talun

2021 2022 2023 024 2025
Kabupaten Bantl 00611 | B6.986 [ 91775 | 93.846 | 94247
Kabupaten Gunung Kidul 55420 | 53960 | 57.7al | SR.806 | 58904
Kabupaten Kulon Progo 36954 | 36.141 | 37398 | 381093 | 38342
Kabupaten Sleman 84.756 | 113962 | Bh.129 | ER.909 [ B9.393
Kota Yogvakarta 39021 | 32793 | 30807 [ 42.19] | 42500
Lainnya 30289 | 19.082 | 29.716 | 23.945 | 23045
Jumlah UMKM berdasar 337.060 | 342,924 | 342 586 | 345.980 | 347,391
Wilayah

Sumber : Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, (2021 - 2025)




Berdasarkan data pada tabel tersebut, jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMEM) di wilayah DIY menunjukkan tren vang cenderung meningkat
meskipun sempat mengalami fluktussi pada beberapa tahun tertentu. Secara
keseluruhan, jumlah UMEM di provinsi ini terus bertambah hingga mencapai
347391 unit pada tahun 2025, Jika dilthat berdasarkan wilayah, Kabupaten Bantul
dan Kabupaten Sleman merupakan daerdh dengan jumiah UMKM terbesar, diikuti
oleh Kabupaten Gunungkidul, Kota Ypgyakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Hal
i menumjuklan hahmahivlma:kmmibuhmw tersebar secara merata
di seluruh wilayah DIY.

Muﬂuﬂhﬂﬁﬁlﬂﬂhﬁhsi&m bahwa sekior UMKM di Daerah
[m?ug}m.mﬂEMHsl ekonomi yang besar dan berperan penting
‘dalam mendukung pertumbuhan dacrah. Namun, fluktsasi jumlah UMKM serta
dinamika yang terjadi di tiap wilayah mengindikngﬁan:nﬁﬂl adanya_berbagai
Mﬂpem keterbatasan akses permodalan, kemanipoan ad:pm terhadap
dlgﬂnﬁmi. sertn pemenuhan kewnjiban administrasi usaha. Salah satu aspek
mnn!m}ﬂgz perly mendapat perhatian adalah tingkat kepatuhan pelaku
-Mﬂhhhﬂnphwaji[ﬂn perpajukan. karena kepatuhan pajak merupakan faktor
kunci dalam keberlanjutan usaha sekaligus herkﬂnMWup peningkatan
pénerimaan negara

| Meskipun UMEM memiliki- peran yang strategis dalam perekonomian
nasional, tingkat kontribusinya tethadap penerimain pajak masth belum sebanding
dengan jumiah ;pul'lh m‘.ihmyl. Emrhlmyn lqmtuhﬂ;ﬂjﬁ di sektor ini menjadi
isu yang menanjl:ll dan turut berpengaruh pada belum: optimalnya rasio pajak
nasional. Rasio pajak In&mmm lﬂm jauh di bawah beberapa
negara ASEAN yang mmunjukl;ﬂn masih Iemalmyn kem:!mpunn negara dalam

mengumpulkan penerimaan pajak. Salah satu faktor yang kerap disorot adalah
besarnya porsi pelaku usaha sektor informal yang belum sepenubnya masuk ke
dalam sistemn perpajakan. Kondisi ini relevan dengan temuan berbagm studi
internasional yang menunjukkan bahwa pelaku uszha informal cenderung memiliki
tingkat kepatuhan pajak yang rendah akibat kurangnya pemahaman, minimnya rasa



percava pada pengelolaan negara, serta persepsi ketidakadilan dalam pelayanan
publik (DJP, 2024),

Namun, rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM tidak hanya tercermin
dari kentribusi penerimaan pajak, tetapi juga terlihat dari berbagpai permasalahan
yang terjadi di lapangan. Masih banyak pelaku UMKM vang belum melaksanakan
kewajiban perpajakan secara tertib, seperti Keterlambatan dalam pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT). _ketidaktepatan - dalam pu'lutungan pajak terutang, serta
keterlambatan  dalam pmnhay,am wti;. Kuuﬁu ini menunjukkan bahwa
kepatuhan E.yﬂUHKM belum sepenuhnya terbentuk sebagai perilaku yang

Seluin itu, sehagian pelaku UMKM di Dacrah Istimewa Yogyakarta masih
'memandang kewujiban perpajakan sebagai [beban yang dapat mengurangi
pendapatan usaha, terutama bagi UMKM skala mikro yang memiliki keterbatasan
modal din anus kas. Persepsi tersebut mendorong kecenderungan untuk menunda
utau'.-:-MEn kewajiban perpajakan. Di sisi lain, pmm ﬁdﬂﬂup
kebijakan insentif perpajakan yang diberikan pemerintah jugs behmm merata,
sehingga fasilitas perpajakan yang seharusnya mendorong kepotuban belum
dhmfnﬁmiecam optimal. -

Kondisi tersebul menunjukkan adanya Luemjm ':Lnthu’ kebijakan
perpajakan yang Ielnlldlmnmngulahpemrmlah dengan tingkal kepatuhan wajib
pajak UMKM di lapangan. Kesenjangan ini mengindikasikan adanys permasalahan
pada m&mmmﬂ wajib pajak, efektivitas sanksi pajak.
serta pelaksanaan sosialisasi pujak yang belum M optimal.

(Meh karena itu, peﬂiﬂmnﬂﬁhhhﬂﬁﬂﬂngkajl faktor-faktor yang
memengaruhi kepatuban Wﬂjlb pugnk U"u'lldh'[ di Daerah Istimewa Yogyakarta,
khususnya yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak.

sanksi perpajakan, dan sosialisasi pajak. Penelition ini diharapkan dopat
memberikan gambaran empiris vang lebih jelas mengenai penvebab rendahnya
kepatuhan pajak UMKM serts menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan
strateg peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif.



Situasi tersebut juga tercermin pada UMEM di Indonesia. Walaupun jumiah
UMEM mencapai puluhan juta unit dan menyumbang lebih dari separuh Produk
Domestik Bruto, sebagian besar pelaku UMKM belum membenkan kontribusi
yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbagni kebijakan insentif seperti
penurunan tanf PPh Final menjadi 0.5 persen hingga pembebasan pajak bagi
pengusaha dengan omget lertentu belum sepenubnya mampu  mendorong
peningkatan kepatuhan. Bagi WP UMKM, insentif tersebut bahkan diperluas
melalui Undang-Undang Nomor: ‘I Tﬂnm. Nﬂ imhng Harmonisast Peraturan
Perpajakan (UL HPP) serta Mlﬂﬂ’? 55 Tahun ’ﬂﬂ.MmEmbenkan fasiliins
pembebasan pajak hmwm yang menggunakan tarif PR Final 0.5 persen
alas bagian peredaran bruto sampai dengan RpS00 juta dalam satu tahun pajak.
Selain i, tnggimya ketergantungan ekonomi pada sektor informal sebagaimana
terlihat dari proporsi pekerja informal yang mencapai ebih dari separub total tenaga
kerja menggambarkan adanya lantangan struktural dalam mendorong UMKM agar
lebibesiil adiinisirasi dan taat pada kewsjiban perpajakarusya. Kaodial Iaesebut
salu upayn strategis untuk memperkuat basis payjak nasional (Kadin Indonesia.

Meskipun pemerintah telah menyediakan berhagai kemuodahan perpajakan
bagi pelaku UMEM, tingkat kepatuhan pajak masih: ﬁﬂlum_-._mnunjukkan
bahwa rendahnys kepatuhan UMKM tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis
seperti keterbatasan administrast usuha, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek kognitif
dan psikologis wajib pﬂ_}ﬁ. Pemahaman m yang kurang memadni
membuat banyak pelaku UMKM tidak sepenuhnya mengetahui kewajiban,
prosedur, maupun manfaat dari kepatuhan pajzk. Selain i, tmgkat kesadaran wajib
pajak vang masih rendah menyebabkan sebagian pelaku usaka memandang pajak
sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan, Di sisi lain,
penerapan sanksi pajak yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera membuat
pelanggaran kewajiban pajak tidak memberikan konsekuensi yang cukup kuat bagi
wajib pajak untuk berubah. Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya



sosialisasi perpajakan, namun sosialisasi pajak senng kali belum efektif. baik
karena penvampaian informasi vang belum menjangkan seluruh peloku UMEM
maupun karena metode vang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan
kamkteristik UMKM di daerah. Kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang
dengan kondisi di lapangan inilah yang kemudian menimbulkon research gap dan
menjadi alasan pentingnya penelitian mengenai faktor-fakior yang memengaruhi
kepatuhan pajak UMKM.

Besar dan teris meninglatnya jumlal mmenu.njukkan bahwa sektor
potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dioptimalkan korena fingka! kepatuhan
pajak pelaku mmmmnmir rendah. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan
antars kapasitas penerrmaan yang seharusnya dapat diperoleh dengan realisasi
pelietiga vang tecjadi di lapangan. Olch Vg itk peing untul
m@mﬂ faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku
UMKM, khususnya pada konteks daerah seperti Kota Yogyakarta yang ‘memiliki
jumlsh UMKM cukup besar dan aktivitas usahanya sangat dinamis. Dalam
penclitian ini. empat aspek utama—pemahaman perpajakan. kesadaran wajib pajak.
sanksi perpajakan, dan sostalisasi pajak—dipandang pqhdﬁﬁlnhﬂlmdﬂiam
ul!mt"mengt.lahm sejauh mana perannya dalam membentuk pb.nluht kepatuhan
pﬂ]it UMEM. Amlm; terhadap keempat faktor fersebut Eihm:q#nn mampu

' n empiris yang lebih jelas mq&Mﬁmjrebnbh‘hdakpuhﬂ!m
serta mjﬁi dulrw perumusan strategi puniugﬁﬁhlepatuhan pajak yang
lebih efektif.

Salah satu faktor yang dapal memenganihi kepatihan wajib pajak adalah
pemahoman perpajakan. Pemahaman pﬂpu]nkun menggambarkan sejauh mana

wajib pajak mengetahui, memshami. dan mampu menerapkan ketentuan
perpajakan dengan benar dalam memenuhi kewajibannya, Wajib pajak vang
memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem, persturan, serfa prosedur
perpajakan  cenderung skan lebih patuh  dolam  melaksanakan  kewajiban
perpajakannya,  Sebaliknya, kurangnye pengetahuan dan pemahaman  dapat



menyebabkan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak
[Misz & Subagio, 2024),

Penelitian Jampar & Suyanto (20235) serta Herdiotna & Lingga (2023)
menumpukkan  bahwa pemahaman perpajakan berpengarub  positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Karlinah et al. (2024) menemukan hasil
berbeda, di mana pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan techadap
kepatuhan wajib paja.k Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh
pemahamaen perpajaknn l:ﬂmdﬂp btpdnhn. ‘aqjﬁ pajak masih belum konsisten,
sehingga perlu diteliti kembali ssnya padi pelakn UMKM di Daerah Istimewa
Yogyakara.

Selain pemahaman perpajakan, kesadaran wﬂp"ﬁ*&iuga'bﬂpcmn penting
‘dalam menentukan tngkat kepatuhan. Kesadaran wﬁh pajak merupakan bentuk
sikap dan tanggung jowab moral yang timbul dari pemahaman bahwa pajak adalah

konfribusi unfuk kepentingan negam dan kesejahteraan masyarakat. Waib pajak
yang memiliki kesaduran tingei nkan berusaha memenuhi kews; iban perpajakannya
tanpa harus dipaksa, karens memahami bahwa kepatuhan pajak mm:pﬁml’,mglan
dari poran warga megara yang baik (Siregar et al.. 2025).

Penelitian Madjodjo & Baharuddin 12032} m Safarti  (2021)
menunjukkan hahwa kesadaran wajib pajak berpengu:ﬂﬁﬁfhhﬂq}kcpaluhan
pajak pelaku UMEM. Namun, penelitian Hapsari &.Rmﬁ{lﬂ!l’j menemukan
bahwa kesadaran wajib pajuk tidak berpengaruh signifikan terhadap hepatuban.
Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pmpmh kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan masih belum konsisten, smpﬁ‘i‘u diteliti kembali pada
konteks pelaku UMKM di Daerah Mhnmfnmm

Faktor lain yang be:rpnngaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sanksi
pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alal pengendali agar wajib pajak ndak
melanggar ketentuan perpajakan. Keberadaan sanksi memberikan efek jera bagi

wujib pajak vang lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Penerapan
sanksi vang legas don konsisten juga menumbuhkan rasa keadilan. karena
menunjukkan babwa seluruh wajib pajak diperlakukan sama di mata hukum
{Tanggu et al., 2021},



Penelitan Hapsari & Ramayanti (2022) menemukan bahwa penerapan
sanksi pajak secara legas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil
serupa juga dijelaskan oleh Wijaya & Yanti (2023) vang menyatakan bahwa
persepsi terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan sanksi dapat
meningkotkan kepatuhan sukarels. Namun, penelition Risa et ol (2023)
menunjukkan hasil berbeds, yakni samksi pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal inimengindikasikan bahwa penegakan sanksi
yang tidak l:ons.ii_hm—_ﬁn kurang lﬂm dapal mengurangi efek jera terhadap
bahwa pengarub sanksi pujtth'hﬁ:hp .kfd{.'ﬁfl.llllll wajiby pajak. masih belum
konsisten, schinggs perlu dikaji kembali pada konteks pelaku TMKM di Daerah
Tstimewa Yogvakarta,

Sosiglisasi pajok juga memiliki peran penting dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Melalui kegiatan sosialisasi, Direktorat .T_up:H:ﬂEajak
benwmhmkun edukasi kepadn masyarakat mengenai h:eklhthwnj:’han
Fﬂ'pa.jlh:,p&pﬁ:lur pelaporan, serta manfaat pajak bagi pembangunan: Sesialisasi
yang dilakukan secara berkesmambungan dapat mnmnycalknn pengetahuan dan
membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan (Cynthia &

Trisnawati, 2024).

Menurut penelitian Hura & Kakisina (2022), sosialisasi pajak berpengaruh
signifikan h:hm kepatuhan wajib pajak. terutama ['-l!dfr sektor UMKM. Hasil
sempﬂ.jup dikemukakan oleh Rahman & Syaril ﬂﬂﬂymg menyatakan bahwa
intensitas sosialisasi perpajakan yang dilskukan oleh otoritas pajak berbanding
lurus dengon peninglatan tmght m Ilhhl. UMEM. Namun, penelitian
Saputra et al. (2022} menunjukkan hasil herhn:dﬂ di mana sosialisasi pajak tidak
berpengaruh sigmfikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat terjadi karena
kegiatan sosiolisasi belum menjangkau seluruh pelaku usaha secara merota atau
materi yang disampaikan kurang efektif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan
bahwa pengaruh sosialisasi pajak lerhadap kepatuhan wajib pajak masih belum
konsisten, sehingga menank untuk dikaji lebih lanjut pada konteks pelako UMEM
di Daerah Istimewa Yogyakarta,



Penelitian ferdahulu mengenai pemahaman perpajakan, kesadaran wajib
pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak menunjukkan hasil vang belum konsisten.
Pada variabel pemahaman perpajakan. beberapa penelitian menemukan pengaruh
positif. namun ada juga yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Kondisi
serupa terjadi pada variabel kesaduran wajib pajak. sanksi perpajakan, maupun
sosialisasi pajak yang masing-masing menunjukkan temuan berbeda antar studi,
Ketidakkonsistenan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara keempat
variabel dan l:epam]mr_ pajak. masih :-hnhm ‘memperoleh  kesimpulan yang
konklusif. Selain itu, penclilian yang secara spesifik berfokus pada UMKM di DIY
masih terbatas. sehingga celah penelition ini periu diisi unfuk memberikan
sambarsn empis yanglei Kt paca Koneks daeal

Untuk nm:.j::wnﬁﬁﬁngal permasalahan yang telah divraikan sebelummya,
penelition ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebiismendalam
mengenai fakior-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor
UMKM di Daerah Yogyokartn, Secorn khusus, penelitian mi haimjmn ﬁ'lluk
menguji pengaruh pemabaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi
jperpajukan, dan sosialisasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib mjﬂi.ﬂHKM.
Dengan mengidentifikasi faktor-fakior tersebut, dihampkan penelitian ini dapat
nmmﬁeninn kontribusi  dalam upaya peninghkatan kepatihan 'pajﬁk sertn
mendukung optimalisasi penerimaan. negara dari sektor UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belokang masaloh distus, moka mumoszn masalah yang
divraikan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman perpajuakan berpengaruh pnmtlt'd.un signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

4. Apaksh sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

(=]
v



kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta?

5. Apakah pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak. dan
sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuban wajib pajak
UMEKM di Diaerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Batazan masalah dalam penelitan etapkan sebagui berikut:

Sﬂl‘l]PEI.RH noen

Responden dalam penelition ini adalah UMKM yang telah beroperasi
minimal satu tahun dan memiliki kewajiban pajak.

6. Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak akan diukur berdasarkan kriteria seperti pelaporan pajak,
pembayaran tepat waktu, dan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan.



1.4  Tujuan Penelltian
Berdasar rumusan masalah distas. maka tujuan penelition vang diuraikan
dalam penelitian ini adalah:

l. Untuk mengetahm pemahaman perpajakan berpengaruh  positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Deersh Istimewa
Yogyakarta,

2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Untuk mengetahui sanksi pajak berpengaruh po!ﬂ:f&uwgmﬁknn terhadap
kepatwhan wajib pajak UMKM di Dacrah lslmw Yogyakirta.

4. Untuk mengetﬂl:li Sosialisasi Pajak berpengarub positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM i Daersh Istimewi, Y ogyakarta.

5. Untuk mengetahui pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi
pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
‘waiib pajak UMKM di Dacrah Istimewa Yogyokarta.

1.5 Manfaat Penelitian
1. Untuk Pemilik UMKM
» Memberikan pemahaman yang lebih baik !m!mg pentingnya
kepatubian pajak dan dampak positifisya bagi ussha mercka.
» Mengidentifikasi  faktor-faktor yang mendorong kepatuhan,
sehingga pemilik UMKM dapat mnnahhn praktik perpajakan

mereka
2. Untuk Pemerintah Daerah

« Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan
perpajakan dan sosialisasi terkait pelaksanasn Pajak Penghasilan
(PPh) Final UMKM yang lebih efektif.

e Memberikan data dan informasi yang berpuna bagi Pemerintah
Daerah dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnyva Pajak
Penghasilan (PPh) Final, di Daerah Istimewa Yogyakarta,

1]



3. Untuk Akademisi dan Peneliti
* Menyediakan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan
ﬁhﬁngpwkmdmammm.khmmamhﬂm
» Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan
kepatuhan pajak dan perilaku wajib pajak.
4. Untuk Masyarakat Umum

1



	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_001.pdf (p.1)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_002.pdf (p.2)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_003.pdf (p.3)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_004.pdf (p.4)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_005.pdf (p.5)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_006.pdf (p.6)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_007.pdf (p.7)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_008.pdf (p.8)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_009.pdf (p.9)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_010.pdf (p.10)
	Bab 1_20.93.0202_2026-02-13_134649_011.pdf (p.11)

